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PUTUSAN
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat, NIK XXX, Tempat Tanggal Lahir, Lubuk Banyau, 14 April 1991,
Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun |, RT.010,
Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu
Utara, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Lampung, 20 Desember 1980, Agama Islam,
Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan

keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 21 Maret 2023
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan
register perkara dengan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.AGM tertanggal 05 April 2023

yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari
Senin, 06 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana

hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 07
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April 2015, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat

berstatus Duda;
2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
milik orang tua Penggugat di Dusun |, RT.010, Desa Marga Jaya, Kecamatan
Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisabh;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (Ba’da Dukhul), namun belum dikaruniai
anak;
4.Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah yang disebabkan oleh;
4.1.- -Setiap terjadi perelisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
Tergugat sering berkata kasar, menghancurkan barang- barang dan
bahkan menyakiti fisik Penggugat;
A Tergugat yang malas untuk bekerja dan mencari nakabh;
4.3.Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 5
Tahun;
5.- -Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2018, terjadi puncak perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-
alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari
rumah milik orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di
Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara,
sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di
Dusun I, RT.010, Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 5
Tahun;
6.--Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7.--Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi
lebih baik bercerai saja;
8.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya
yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
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9.---Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal ini sesuai dengan

Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXX/005/MJ/III/2023, tertanggal 20

Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Jaya, Kecamatan
Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat mohon untuk
dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDER:
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas
panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara in person di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut
bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-

Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya
memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap
dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
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Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak

dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat
bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara,
telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara, sebagai Kakak Ipar Penggugat dan selanjutnya saksi dibawah
sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian
sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus Janda dan
Tergugat berstatus Duda;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah
tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Marga Jaya, Kecamatan

Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai goyah
dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas dalam bekerja sehingga
kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, selain itu setiap terjadi
pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan selalu menghancurkan
perabotan rumah tangga, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah
tangga dengan menyakiti fisik Penggugat;

--Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah

tempat tinggal lebih kurang sekitar 5 tahun;

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ll, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara, sebagai Tetangga Penggugat dan selanjutnya saksi dibawah
sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian
sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus Janda dan
Tergugat berstatus Duda;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah
tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Marga Jaya, Kecamatan

Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa, setahu saksi sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang
disebabkan karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas dalam
bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, selain itu
setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan selalu
menghancurkan perabotan rumah tangga, bahkan melakukan kekerasan
dalam rumah tangga dengan menyakiti fisik Penggugat;

--Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah
tempat tinggal lebih kurang sekitar 5 tahun;

- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan

sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
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pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan

putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat
selengkapnya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian
putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara
tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Majelis
Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk
bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat
beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149
dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang
dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat
dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu
pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat
menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah
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rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah
satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak
pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan
gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat,
sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat
telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka
Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal
tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy kutipan akta nikah (P) dan
membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus
mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang
merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) dalam mengajukan gugatan
perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak
yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing
berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal
Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada
bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi aquo tidak
saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-
dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi
syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang
saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di
persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat
dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, Adapun
status saat menikah adalah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat
berstatus Duda;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan

harmonis hingga awal tahun 2018, setelah itu mulai goyah dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, yang
mana Tergugat malas dalam bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak
bisa terpenuhi, selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata
kasar dan selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, bahkan
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti fisik Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga
sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa, pihak keluarga dan perangkat desa sudah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis Hakim
yang telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar
dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah
SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam
rumah tangga in casu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sebagai akibat
telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal
keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah
karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak,
sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi dan kalaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan
menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan
dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah Fighiyah sebagaimana tersebut
dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nadhoir yang diambil sebagai pendapat Majelis
Hakim, berbunyi :

o Lowll wd> yo gl auw Laalls o
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Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih

kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak
dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama
yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Muhazzab jilid 11 hal. 81 yang berbunyi :

adlls (suolall lgale sllo lg= 9] azg il ane )l pac aisil Il

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah
hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2.------ Kitab Figh Al-Sunnah juz Il halaman 290 yang artinya sebagai berikut:
“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat,
atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi
alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup
bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah
tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia,
kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh
Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti
dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai
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wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan

karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum,
maka dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara
cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur
sebagaimana Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.AGM tertanggal 05 April
2023, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama
Arga Makmur tahun 2023;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 17 April 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami
Muhlis, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.l., M.H. dan
Achmad Fachrudin, S.H.l., M.S.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan
Khairul Gusman, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Fatkul Mujib, S.H.l., M.H. Muhlis, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.l., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Gusman, S.H.
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